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ABSTRAK : bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas 

dari kolusi, korupsi dan nepotisme di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten Blora, perlu adanya upaya pengendalian gratifikasi sebagai perwujudan 

dari integritas pegawai negeri sipil di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten Blora dalam menjalankan tugas dan fungsinya secara sungguh-sungguh 

dan penuh tanggungjawab dan untuk meningkatkan pencegahan tindak pidana 

korupsi melalui pengendalian gratifikasi, perlu menetapkan Keputusan Komisi 

Pemilihan Umum Kabupaten Blora tentang Pembentukan Tim Unit Pengendalian 

Gratifikasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora Tahun 2021.                                           

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :  

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang 

Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3851); Undang-Undang    Nomor    31    Tahun    1999    tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi  (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1999 Nomor 138) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 20 

Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999   

tentang   Pemberantasan   Tindak   Pidana   Korupsi (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1999 Nomor 140,   Tambahan   Lembaran   Negara   Republik   

Indonesia Nomor 3874); Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi  (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4250) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua   atas   Undang-Undang   Nomor   

30   Tahun   2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197,   Tambahan   Lembaran   

Negara   Republik   Indonesia Nomor 6409); Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  

2014  tentang  Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 



2014   Nomor   6,   Tambahan   Lembaran   Negara   Republik Indonesia Nomor 

5494); Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6109); Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 

tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127); Peraturan   Pemerintah   

Nomor   60   Tahun   2008   tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890); Peraturan Pemerintah Nomor 

53 Tahun 2010 tentang Peraturan Dispilin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74); Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 

2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka 

Panjang  Tahun  2012-2025  dan  Jangka  Menengah  Tahun 2012-2014  (Lembaran  

Negara  Republik  Indonesia  Tahun 2012 Nomor 122); Peraturan  Menteri  

Pendayagunaan  Aparatur  Negara  dan Reformasi  Birokrasi  Nomor  60  Tahun  2012  

tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari 

Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan 

Kementrian/Lembaga dan Pemerintah   Daerah   (Berita   Negara   Republik   

Indonesia Tahun 2012 Nomor 919); Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi 

Nomor 02 Tahun 2014  tentang  Pedoman  Pelaporan  dan  Penetapan  Status 

Gratifikasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2101) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 

06 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi  

Nomor  02  Tahun  2014  tentang  Pedoman Pelaporan dan Penetapan Status 

Gratifikasi dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang 

Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah di Lingkungan Komisi 

Pemilihan Umum.  Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 

tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.  

 

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Blora Nomor 10/HK.01/3316/2021  

diatur tentang :  

Pembentukan Tim Unit Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Komisi 

Pemilihan Umum Kabupaten Blora Tahun 2021 

CATATAN : -       Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 22 Oktober 2021.  

 


